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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan penanganan gratifikasi di lingkungan
Badan Kooordinasi Penanaman  Modal dipandang
perlu menyusun pedoman penanganan gratifikasi bagi
pegawai untuk memahami, mencegah dan
menanggulangi gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4510);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Tahun 2012
Nomor 210);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
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Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1
Tahun 2011;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai
Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standard Operating
Procedures di Lingkungan Badan  Koordinasi
Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan
Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana
Korupsi Di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan
Pengaduan Masyarakat Di Pelayanan Satu Pintu
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI

DI

LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Badan Koodinasi
Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
merupakan acuan bagi pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal
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dalam melakukan penanganan Gratifikasi di Lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Badan Koodinasi
Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2013

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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